WAL] KOTA PANGEALPINANG
PROVINS] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS

FERANGEAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menmimbang

Mengirigal

WALI KOTA PANGKALPINANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkst Daersh Eota
Pangkalpinang, sebagaimans telah diuhah dengan Peraturan
Daermh Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubehen Atas Peraturan Daerah Kola Pangkalpinang
Momor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Dasrah  Kota Pangkalpinang, perlu menetapkan
Peraturan Wali kot Pangkalpineng tentang Hedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan fangsi aserta Tata Kerja
Llnsur Pelaksana Tekniz  Peranghkat  Daerah Kota

Pangkalpinang;

1. Pasal 18 ayat [§] Undang-Undang Dasar Negara Eepublikc
Imdonesia Takun 1945;

2. Undong-UndongNomor28 Tohun 1959 tentang Penstapan
Undang-Undang Dararal Nomor 4 Tahun 1956
|Lembaran  Negara Republik Indoneasia Tahun 1956
Nomor 353), Undang-Undang Darural Nomor 3 Tahun
1956 |[Lembarman Megara Fepublik Indonesa Tahun 1956



Momor 56] dan Undang-Undang Damarat Nomoer & Tahun
1936 [Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat [l
Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat |
Bumalera Sclatan sebapgal Undang-Undang  (Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
821

Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2000 ifentang
Fembentukan FProvins: Kepulavan Bangkas Belitung
[Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000
Momor 217, Tambahan Lembaran MNegara Republik
[ndonesis Marmor 4033

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan
Pemerintahan  Dmerah  {Lembamn  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomer 4438]):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil MNegara (Lembamn Negara Republk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negare Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undamg MNomor 9 Tahun 3015 [Lembaran Negars
Republik Indonesis Tabwun 2015 Momor 53, Tambahan
Lembaran Megam Republik indonesia Nomor 4737);

Peraluran Pemerintah Momes 18 Tahun 2016 fentang
Perangkat Dacrah [Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2016 Noemor 114, Tambahean Lembaman Negarma
Republik Indonesia Nomor 58BHY] sebaguimana telah
dinbah heberapa kali, ternkhir dengan Peraturen
Pemerintah NMomor 72 Tehun 20149 [Lembaran Negarm
Republik Indopesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembamn Negars Republik Indonesia Nomor G302);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan  dan  Pengendalian  Penataan
Porangkat Duocrah (Berta Negara Republik  Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 1539);



Menetapkan

Peraturan Daerah Kota Panglkalpinang Nemaor | Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daersh Kota
Pangkalpinang MNomor 18 Tahun2016  ftentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prtigkalpinang (Lembaran Daerah Kota Panghalpinang
Tahun 2020 Momor 1);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNSUR FELAKSEANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA

PAMNGEALPINANG.
BAH [
KETENTUAMN DIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini vang dimaksud dengan;

1.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.

Pemerintalh Deerah adalah kepala daerah sebagal unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksapasn urusan  pemerintahan  vang  menjadi
krwenangan daerah otonom

Wali kota adalah Wali kota Panghkalpinang.

Sekretaris Doerah Bota  adalah Sekretaris  Daerah
KotaPangkalpinang,

Urusan Pomerintahan Wajik adalah urasan pemenntahan
yang wajib disclenggarakan eleh Dacrah

U'misan Pemenntaban pilibiam aclalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenpgarakan oleh daerah
sesuai dengan potensi yvang dimiliki daerah.

Tugas Pembantuan adalah pepugasan dan Pemerntah
Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian
uruasan  Pemerintahan wvang menjadi  Kewenangan
Pemerintah Pusat atau den Pemerintah Dasrah Provins
kepada Dasrah Kabupaten/Kois untuk melaksanakan
gebagian uwrusan Pemerintahan yang menjadi kewenanpgan
Daerah Provinsi,

Pelayanan Dasar  adalah  pelavanan  pubhk unfuk



mementthi kebutuhan dasar wargn negara.

%, Dinas Daerah adalah Dinas Dasrah Kota Pangkalpmang.

10, Kelompok Jahatan Fungsmonal adalah kelompol jabatan
tertenin terdiri dar Aparatur Sipl Negara yang memilika
keahlinn Khusus dalaons bidang tertentu.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana
teknisz [Minas  vang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan leknis penunjang terfeniu,

BAB 11

EKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN
OROANISASIUNSUR FELAKSANA TEEKNIS PERANGEAT DAERAH
KOTA PANGEALPINANG

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan Dan Kebadayaan

Paragraf 1

Frmam
Pagal 2

Dinas Pendidilan dan Kebudayaan Tipe A merupakan wnsor
pelaksana teknis dasrah bidang pendidikan dan kebudayaan
yang dipimpin olch seorang Kepola Dinas, berkedudukan
dibawah dan bertanggang jawab keparda Wali kota medaluai
Sekretars Daerah Kota Kota.

Paragraf 2
Hepala Dinas

Pasal 3

(1] Kepala Dings Pendidikan dan  Kebudavasn mempuonyed
tugas melaksanakan perumusan  kebijakan  teknis,
kourdinasi, pembinaan dan  peoyclenggamman Urusan
Pemerintahan bidang Pendilikan dan Urnisan Pemerintahan
bidang Hebudaysan berdasarkan asas desentralisasi dan
fugas pembaniuan,

(3] Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud padae
aval{ly, HKepals Dinas Pendiliken dJdeag Rebudseyeen
mempunyai fungsi:

d. perumusan kKebijjakan teknis bhidang pendidikan dan
kebudavaan;

b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung viei
dan migi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;



Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 135

(1} Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggarsan urusan Pemenntahan bdeng kesehatan
berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimsksud pada
ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyal fungsi:

b.

™

perumusan kebijakean tekniz bidang Kesehatan;
penetapan rencana strategis dinas untuk menduloung wisi
dan misi Kola Punghalpinang diaon kebijakan Wi kota,
pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah
Kota Pangkalpinang bidang Kesehatan;

penetapan rencans kerja dinas Keschatan, mepunit
skala prioritas  dan  mendistnbusikannya kepada
bawaban;

pembinaan dan pelaksansan tugas dibidang Kesehatan;
peleksanaan perencanasn bidang Keschatan;

g pengkoordinasian dan  pelaksanaen  Keschatan di

lingkungan Kota fermasuk dukungan dana, sarana dan
prazarana; dan

- pelaksanaan tugas lain yvang diberikan Wali kota sesuai

dengan tugns dan fungsinya.

[3) Dalam melaksanakan tugas dan Tungs: sebagumana
dimaksud dalam avat (1) dan asvat (2}, Kepala Dinaz
Keasehatan membawahi:

ol I - GO

. Sekretane:

idang Keschatan Masyarakat;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Pemyakit;
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,
Kelompok Jabatan Pungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i+ Bagan struktur Organisasi Dines Hesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluargs Berencapa tercantum  dalam
lampiran V11 Persturan Wali kota ini dan merupakan
bagian vang tdak terpisahkan dar Peraturan Wali kota i



(1)

121

]

(4

2

Paragraf 3
Sekretans

Pagal 136

Seicretars sebagnimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3)
huruf a mempunyal fugss melaksanakan  koordinasi
pelakranaan tugas dan pemberian pelayanan administratif
dan  fungsional kepada seluruh  unit  organisasi  di
linglungan Dinas Keschatan.

Cralam melaksanakan tagas sebagaimana dimakswd dalam

ayat (1}, Bekretaris mempunyal fungsi:

a, pelaksanaan koordinasi kegintan Dinas Kesehatan;

b. penvusunan  rencana  program  dan o anggaranDinas
Kesehatan:

e, penvelenggarnan urusan ketatavsahaan rumah tangga,
kepegawnian, bukum dan organisast sertn hubungan
masyarakat Dhnas Hesehatan;

d. penyelenggaraan wurusan keuangan, perbendaharasn,
mkuntans, venhkasi, tindak lanjut Laporan Hasil
Pemerikeaan dan pengelolaan sarana Dinas Keschatan;
dan

g, pelaksanaan tugas pemenntahan umum lannva vang
diberikan Kepala Dinsg sesuai dengan fugas dan
fungzinvae  berdasarkan  prosedur dam  ketentuan
perafuran perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dan avat (2], Sekretans membawahi
2 {dua) Sub Bagian meliputi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b, Bub Bagian PEP dan Keuangan,

Pasal 137

Sub  Bagian Umum dan Kepegawaian  sebagmmana
dimmaksud dalom Posal 136 oyat (3] burmaf a, dipimpin oleh
seorang Kepala S8ub Bagian Umum dan Kepegawaian vang
bertanggung jawab kepada Sekretaria Dinas Hesehatan,
Eepala Bub Bagian Umum dan Eepegawaian mempuniyal
tugas  melnkukan  pembenan  dukungan  administrasi
Ectatausaluan, kerumahilangggan, Kepogawaiai, arip dan
dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Kesehatan,



13

i1)

12

13)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegswaian
mempunyai fungsi:

A. peayusunan rencana pengelolaan administras) umum
dan kepepawaian Dhnas Keseluatan;

b. pelaksanann pengelolaan  administrasi umum  yang
meliputi pengelolann naskoh dines, penatasn kearsipan,
penyelengegaraan  Kerumahtmnggaan, dan  pengelolaan
perlengkapan Dinas Keschatan;

e, pelaksanaan administrasi kepegawatan yang meliputs
perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian,
mutasi, kenalkan gajg  berkala, cut, disipln,
pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;

d, pengelolaan dan pemelibaraan serta pelaporan barang
milik/ kekayaan dacrah lingkup Dines Keschatan;

. peogelokaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas
Kesehatanpenyvimpanan, pendokumentasian, penyediaan
dan pemberian  pelavanan  informast kepada publik,
pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian
konsekuensi atas informasi  vang dikecualikan,
pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyvediaan
informasi  dan  dokumentssi  wuntuk  diskses oleh
masvarakat, pepvampaian informasi dan dekumentasi
kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
secare berkala; dan

[. pelaporan pelsksanaan kegiatan admimstrasi Umum dan
Eepegawnian Dinas Kesehatan.,

Pasal 138

Sub Bapan FPerencanaan, Evaluas, Pelaporan dan
Eruangan sebagaimana dimaksud dalam Pazal 136 ayat (3]
huref b, dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagan
Perencanaan, Fwvahiasi, F-l-l]'!n'r'nn dam 1‘."4,-1,1nr|E.1-r|- yang
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan

Kepala Sub Hagian Perencanaan, Evaluas), Pelaporan dan
Keuangan mempunyai fUgas penyusunan refcana program
dan evaluasi dan pelaporan, melakukan  pengelolazsn
odminiztmel keunngan Dinas Keschatan,

Untuk melaksanakan tugas sebageimans dimeksud pada
avat |[2], Kepala Sub Bagan Perencanaan, BEwvaluasi,
Pelaporan dan Keuangan mempunyai fangs:



(1

(2]

3

g. penyusunan bahan perencanaan program dan Kegiatan
(Rencana strategis, Hencana Kerja, dan Perjanpan
Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja
Anggaran | Dokumen Pelaksanasn Anggaran
Kesekretanatan] Dinas Keschatan

b. penyusunan bahan evaluas pelaksanaan program dan
kegiatan [Laporan Evaluasi Renjn dan Renstra)] Dinas
Kesehatan

€, penyusunan lapomman akhir pelaksansan program dan
kEegmtan  [Laporan Akun@biliias  Kinerja  Instans
Femenntah, Laporsn Penyelenggamman Pemerintah
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban)
Dinas Keschatan.

d. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Kesehatan;

e, perbendaharann, verfikasi, akuntansl, montoring
s hinel ANgEATAT [Mnasx Kesohatan:

f. pelaporan keusngan (Semesteran dan Akhir Tahun)
Dinaa Keachatan; dan

E. pelaksanman administras pengelolaan barang
milik fkekayaan daerah Dhnas Kesehatan.

Paragrafl 4
Kepala Bidang dan Kepala Selsi

Pazal 139

Bidang Xesehatan Masyvarakat secbageimana dimaksud
dalam Pasal 1335 ayat 3] huraf b dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Keschatan Masyvarakat yang bertanggung
jawab kepads Kepala Dinas Kesehatan.

Kepala Bidang Kesehatan Masvemkatmempunysi fugss
melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan
dan pembenan dukungan administrazs bidang Kesehatan
Masvarakat kepada seluroh unit organmisasi di lingkungan
Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagnimans dimaksud pada
aval (2], Kepala Bidang Keschaian Masyarakal mempunyal
fungsi:

a, penvusunan bahan perumusan kebijakan operasional di
bidang kesehatan keluarga, pizi masvarakat, promosi
kesehatan, pemberdsyssn masyarakat, kesehatan
linglungsan, keschatan kerjs dan olahragn;



]

{t

(2]

(3

b, penviapan pelaksansan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi keschatan,
pemberdayman masyarakat, kesehatan  lingkungan,
kesehatan kerja dan olahrsgn;

oo penviapan  bimbingan ekois dan  supervisi i bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi keasehatan,
pemberdayaan  masyamkat, kesehatan lngkungan,
Eesehatan kera dan olahraga; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluargn, giri masyarakal, promosi Kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, keschatan lingkungan,
kKeschalan kera dan olahraga.

Dalam  melaksanakan fugas dan fungsi scbagaimana

dimaksud pada ayat (2] dan ayat [(3)Kepala Bidang

Keoachatan Masyarakat membawahi 3 (tga) Scksi meliputs:

. Seksi Kesehatan Keluargs dan Gizi;

b. Seksi PFromost dan Pemberdayvaan Masyaralkat; dan

e Seksl Kesehatan Lingkungan, Keschatan Kerga dan
Olabrags

Pasal 140

Selrai Keschatan Keluarga dan Gizi sebagaimana disalosud
dalam Pagal 139 ayat (4} huruf a dipimpin oleh seorang
Kepalan Sckai Meschatan Kelunrge dan Gizl  yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat,

H:-l.-.rlntn. Sekon Kesrhatan i{eluhrE_n dan iz ITII.'.I'I'IP1IT!}"H_IE
tugas melakukan koordinesi penyusunan rencana program
dan cvaluasi dan pelaporan di lingkup Keschatan Kcluarga
dary (iizi.

Untuk melaksanakan tugas ssbapgaimana dimaksud pada

ayat (2}, HKepala Sebsy Keschatan Keluarps dan QGiz

mempunyal fungs:

a. penyusunan bahan perumusan, koomdinas: prinksamman
kebijakan Kesshatan Keluarga dan Gizi;

b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operazional,
bimbingan teknis di bidang Kesehatan Keluargn dan Gizi;

o. penyusunan baban pembinasn pelaksanaan Kesehatan
Kelunrga dan Gazi;

d. penyusunan  bahan  pemantavan dan evaluasi
pelnksanaan Keschatan Keluargs dan Gizi; dan

£. pelaporan di lndang Keachatan Keluarga dan Cha.



Pazal 141

1) Sckai Promosi dan Pemberdayansn Masyaralat sebagaimana

{2

13)

dimaksud dalam Pasal 139 ayat 4] hural b dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi  Promosi dan  Pemberdayaan
Mesvarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
KReschatan Masyvarakat.

Kepala Scksi Promosi dan Pemberdayaan Masyaraket
mempunyai  fugas melabukan  koordinasi  penyusunan
fencana program din evaluagi dan pelaporan di lingleup
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud pada
aynt (2}, HKepala BSeks: Promosi dan  Pemberdayaan
Masvarakat mempunya fungsi:

#. peayusunan bahan perumusan, keordinasi pelaksanaan
kebijakan Promoesi dan Pemberdoyann Masyarakat,

b. penyusunan bahan penelapan kebijakan opemswonal,
bimbingan teknis di bidang Promos) dan Pemberdayaan
Masvarakat,

o penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promos: dan
Pemberdayaan Masyarakat;

d. penyusunan biahan pemantauan diarn evaluas]
pelaksanaan Promosi dan Pemberdavaan Masyvarakat;
dan

e pelaporan  di bidang Promomi dan  Pemberdayaan
Masyarakast.

Fasal 142

(1] Seksi  Keschatan Lingkungan, Kesehatan Xega dan

(2]

(3

Olahraga schagaimana dimaksad dalom Pasal 139 avat (4
huruf ¢, dipimpmn olch scorang Kepala Sckai Keachatan
Linglkungan, Kesehatan Kers  dan Olshraga yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakal,

Eopala Sekei Keschatan Lingkungan, Keschatan Herja dan
Dinhragn mempunyal  tugas  melakukan  koordinasd
pensusunnn mencana progrom- dan evalunsi dan pelopormn
di lingkup Kesehatan Lingkungen, Keschatan Kerja dan
Olahraga.

Untuk melpksanakan tugas sebagnimann dimeksud pada

myat (2], Kepala Secksi Eesehatan Linghungan, Kesehatan
Kerja dan Olahrags mempunyal fungsi:



(1l

12}

13

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan Keschatan Linghungan, Keschatan Kera dan
Olahraga;

b. penyusunan bahan penstapan kebijakan operasional,
bimbingan  tckmis i deng Beschatan  Lingkungan,
Kesehatan Kena dan Olahraga;

. penyusunan ahan pembinaan pelaksanaan Keschatan
Lingkungan, Kesehatan Kenga dan Olahragn;

d. penyusunan  bahan  pemanteuan dan evalunsi
pelaksansan Kesehatan Lingkungen, Kesehatan Kerja
dan Qlahraga; dan

e pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kera dan Olahraga.

Pasal 143

Bidang Pencegahan  dan  Penpendalian  Penvakit
sebagamana dimaksud dalam Pasal 135 awvat (2] hoarof
e dipimpin oleh georang Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalinn Penyalat yvang bertangguing jawnab kepads
Hepala Dinas Keschatan,

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penvakit
mempunvai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberan dukongan administras
bidang Pencegonhan don Pengendalion Peonyakit kepadn
seluruh unit organisasi di inglungan Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (2}, Kepals Bidang Pencegahan dan Pengendelian
Penyalit mempunyval fungsi:

a. petvusunan baban perumusan Relujakan eperasional di
bidang surveilan dan [munisasi, pencegnhan dan
pengendalinn penyakit  menular, pencegahan  dan
pengendalian penyakit tidak menular dan keaehatan
jiwa;

b. penyviapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyiakil  menular,  pencegahan  dan pengendelian
penyakit idak menular dan keschatan jiwa;

¢. penviapan bimbingan teblniz dan supervisi di bidang
surveilan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalion
penyakit menular, pencegahan  dan  pengendalian
penyakit tidak menuler dan keschatan jiwe; dan



(]

(&3]

1)

(3]

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilan
dan munisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendaban penyakot tdak
menular dan Kesehatan jiwa.

Dalam melnksanakoan tuges dan fungst sebogaimann

dimaksud pada avat (2] dan avat [3}Kepala Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga)

Sekst meliputs

a. Sekai Surveilan dan lmunisasi;

b, Seksm Pencegahan dan Pengendaban Penyalot Menular;
dan

. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penvakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jira

Pazal 144

Sekal Burvellan dan Imunisase schagaimans dimaksuod
dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a, dipimpin cleh seorang
Bepala Seksi Surveilan dan Imunisasi yang bertangpung
jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalisn
Perryakit.

Kepala Seksi Burveilan dan Imunisasi mempunyal tugas
nclakukean koondinasl penyusunan reucena progiam dagn
evaluasi dan pelaporan di lingkup FPencegahan dan
Penpendalian Penyvalat.

Untuk meloksannkon tugns sebhagmmona dimskeud pado

ayat [2], Kepala Sekai Burveilan dan Imunizasi mempunyai

ATTR TN

a. penyusunan bahan perumusan, koordinas: pelaksanasn
kebiiakan Surietlan dan Imunisasi;

b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional.
bimbingan teknis di bidang Surveilan dan Imunisast;

c. penyusunan bashan pembinaan pelakssnaan Surveilan
dan Imunisasi;

d. penyusunan  bahan  pemantauan dan  evaluam
pelaksanaan Burveilan dan Imunisasi; dan

e. pelaporan di bidang Surveilan doo Imunisas:.



Fasal 145

i1} Seksi Pencegahan dan  Pengendalion Peayakin Menular

(£l

i3

i1

2]

sebagaimanda dimaksud dalam Pasal 143 avat @) huruf b
dipimpin oleh seorang Kepala Secksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular vang bertangeung jawab
kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Fenyakit,

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular mempunyai  fugas melakukan  koordinasi
penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan
di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penvakit Menular.

Untuk melaksannkan tugas sebagaimansa dimaksud pada
ayat (2], Kepala Seksi Pencegaban dan Pengendalian
Penyakit Menular mempunyai fungsi:

a, penyusunan bahan perumusan, kodrdinasi pelaksanaan
kebijokan  Pencegahan Jdan  Pepgendalinn Penyakit
Menular;

b, penyvusunan bahan penetapan kebijakan operasional,
bimbingan  teknis di bidang Pencegahen  dan
Pengendalian Penyalat Menular

. penyusunan babhan pembinaen pelaksanean Promos dan
Pemberdayaan Masyaraliat,

d. penyusunan  bahan pemaniauan dan eveduss)
pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan

e. pelaporan  di bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyaklit Menular.

Pasal 146

Sckai Moncogalan dan Pongondalian  Peooyalit  Tidaek
Menuler dan Keschatan Jiwa scbagmmana dimaksud dalam
FPasal 143 aval (3) huraf ¢, dipimpin cleh ssorang Kepala
Secksi Pencegahan dan Peogendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab
kepada Kepala Bideang Pencegahen  dan  Pengendalisn
Penyalot.

Kepala Selsi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiws mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan dif bnpkup Pencegahan dan  Peopendalinn
Penwvalat Tidak Merular dan Kesehatan Jiwa.



{3}

[t

(2]

3}

Untuk melakaanakan tugss sebagaimans dimaksoad pada

ayat (2}, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penynlot Tidak Menular dan Eesehatan Jiwa mempuinysi

Mungsi

a. penyvusupan baban perumidsan, Koordinss: pelak s
kebijakan Pencegnhan dan Fengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;

b. penvusunan bahan penetapan kebijakan opermasional,
bimbingan teknis di  hidang Pencegahan dan
Pengendalian Pepyekit Tidak Menular don Kesehatan

Jimra

o, penyusunan ahan pombinaat pelaksanaan Pencogahan
dan Pengendalian Penyakil Tidak Menular dan Kesehatan
Jrara;

d. penyusunan bahan  pemantauan dan evaluasi
pelaksanann Pencegahan dan Pengendalan Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan

e, pelaporan dii bidang Pencegahan dan Penpendalian
Penvabal Tuduk Menular dan Kesehatan Jowa,

Pasal 147

Bidang [Pelayanan dan Sumber Dava Keachatsn
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 135 avat (2} huraf d,
dipimpin oleh seorsng Kepala Bidang Pelaysnan dan
Sumber Daya Keaschatan vang bertanggung jawab kepada
Kepaln Dinas Keschatan.

Kepaln Bidang Peloyvansn dan Sumber  Daya
Kearchatanmempunya tuges melaksanakan perumiisan den
pelakeanaan kebijalkan operasional di bidang pelayvanan
kesehatan praner dan pelavanan  kesehatan  rajulen
icrmasuk  peningkatan mutunya, pelayanan  kesehatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PERT eerta
sumber daya manusia keschatan, koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinasn dan pembernan dukungan admirmstrasi
bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatankepada
aeluruh unit organizasi di lingkungan Pemerintah Kota.
Untuk melaksanakan tigas schagaimana dimeaksud pada
avat |2], Kepala Bidang Pelavanan dan Sumber Dava
Eesehatan mempunyat angst



4

(i

(21

i3

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelavanan kesshatan primer dan pelayanan keschatan
raukan termaszuk  peningkatan o muiunya, pelavanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alatl kesehatan dan
PERT serta sumber dava manasia kesehatan;

b, penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di edang
pelayanan keschatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunye, pelayanan
kesehatan tradimonal, kefarmasian, alat kesehatan dan
PEET serta sumber daya manuzia kesehatan,

©. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
ryukan termasuk peningkatsn  mutunye, pelayanan
keschatan fradisional, kefarmasian, alat kesshatan dan
PHRT acrta sumber daya manusia keschatan; dan

d. pemantavan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
krsehatan primer dan  pelayanan Kesshatan ngjukan
termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan
tradisionel, kefarmasian, slat kesehastan dan PERT sena
sumber daya manusia Kesehatan,

Dalam melaksanakan fugas dan fungsi  sebagaimana
dimaksud pada avat |2} dan ayat {3}, Kepala Hidang
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 [tiga)
Heks meliputs:

a. Seksi Pelayanan Keschatan;

b, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan) dan

. ﬁrh:ﬂi R‘L‘I'ﬂ'lt'.“'l' T'Jn:,m “HI‘I!J-H;H HEHHI‘I.HHITI.

Faeal 148

Seksl Pelavanan Kesehatan sebagamana dimaksud dalam
Pazal 147 avat (4] huruf a, dipimpin elch scorang Kepala
Bckai Polayanan Keschatan yang bertangrung jawab kepada
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Days Kesehatan

Kepala Seksi Pelavanan Kesehatan mempunyvel tugss
melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan
evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelavanan Kesehatan,

Untuk melaksanakan tugas sebageimana dimaksud pada

ayvat |2}, Kepala Seksi Pelayanan Kesehnaian mempuanyai

Fungsi:

i penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksannan
kebijnkan Pelayanan Kesehatan;

b penyusunan bahan penctapan kebijakan operasional,
Dubingai ieknis df bidang Polayeassn Keseliatan,



¢, penvusunan bahan pembinaan peliksanasn Pelavanan
Kesehatan;

d. penyvusunan bahan  pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, dan

B ;,ltl.liﬂ';‘u::-lﬂu di badang Pelavanan Eesehatlan,

FPasal 149

11) Seksi Kefarmasian dan Alat  Keschatan sebagaimana

12}

(]

dimaksud dalam Pagal 147 avat (4] huraf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Eefarmasian dan Alat Kesehatan vang
hertangeung jaweb kepada Kepala Bidang Pelayvanan dan
Sumber Daya Kesehatan.

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyat
tuges melakukan koordinasi penvisunan rencana program
dan evaluasi dan pelaporan di lmgkup Kefarmasian dan
Alat Kesehatan.

Untuk meclaksanakan tugas scbhagaimana dimaksad pads
mval (2, Kepaln Seksi Kefarmasian dan Alal Kesehatan
mempunyal lungs::

a, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
Kebipekan Kefarmasian dan Alal Kesehatan seria Gudang
Farmasi;

b, peavusunan hahan  pepetapan kebijabkan operasional,
bimbmgan teknis di bidang Kefarmasion dan Alat
Kesehaton serta Gudang Farmasi;

o, penyusinan bahan pembinasn pelaksanpan Kefarmasian
dan Alat Keschatan serta Gudang Farmasi;

d, peovusunan  bahan  pemantauan dan evaluas
pelaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan: dan

g. pelaporan i bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
serta Gudang Farmasi,

Pasal 150

(1] Beksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana

12)

dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf ¢, dipimpin oleh
ssomng Hepala 3cksl Penceogahen dan Pengendalion
Penyakit Tidak Menular dan Keschatan Jiwa vyang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan
Sumber Daya Keschatan,

Eepala Sckai Sumber Dayva Manusia Keachatan mempunyas
tugas melakiukan Koordinas] penyUusuneEe Dencans JFogran

dan evaluasi dapn pelaporan di lingkup Sumber Dayva
Manusia Kesehatan.



[# Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada
ayat (2|, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
mempunyni fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinaz: pelaksanaan
Kebijakan Sumber Dova Manusia RKesebalan,

b. penyusunan bahan penefapan kebijakan operasional,
bimbingan teknis di bidang Sumber Days Manusia
Kesehatan;

o, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Sumber
Diayn Marmisia Kezehatan!

d. penyusunan bahan pu:n.u.ntnunn clary evalune
peliksanaan Sumber Daya Manusia Resshaton; dan

e. pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Keschatan.

Bagian Kedelapan
[hnax Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf |
Umnuim

Pasal 131

Dinas Pekegaan Umum dan  Penatasn Ruang Tipe B
rnfnlpn.knn umsur ]'.u_-.tnksnnn teknis dasrah l'.'l:il:lﬂl'l.ﬂ Pclte:rj-nnn
Umum, Penataan Fuang dan Pertanahoan yang dipimpin oleh
georang  Hepala Dinas, berkedudukan dibawah  dan
bertanggung jawab kepada Wall kota melalul Sekretaris Daerah
Kota Kota.

Paragraf 2
Kepala Lhnas

Fasal 152

(1] Kepala Dinas Pekemaan Umum Dan Penataan Ruang
mcmpun:.lai I"I.ign.l. melalksanalkan !u!l:.u.gr.::n liriashmn
pemerintabean dibidang Pekeqgaan Umum dan Penatasn
Ruang seria urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
berdasarkan Asas Degsentralisas| dan Tugas Pembantuan.

(2] Dalam melaksanakan tugas sebagmmana dimaksud pada
avat {1}, Kepala Dinas Pekegaan Umum Dan Pepataan
Ruang mempunyai fungei:



